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PUTUSAN
Nomor 403/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

> \ \
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Tidak Bekerja,
tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Karyawan Sawit, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas,
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 22 November 2023
yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala
Kapuas dengan nomor 403/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal hari itu juga telah
mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 2013, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kapuas, sebagaimana
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun dan sudah di karuniai seorang
anak yang bernama ANAK, lahir di Kapuas, 2014, saat ini anak tersebut
berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak Oktober 2013 awal pernikahan Penggugat telah
mengetahui Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk
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minuman keras, Penggugat telah berusaha untuk menasehati Tergugat
untuk berubah, namun tidak pernah berubah bahkan Tergugat sampai
berkata kasar kepada Penggugat dan melakukan pemukulan kepada
Penggugat sehingga hal inilah yang menyebabkan keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
4, Bahwa, puncaknya pada Mei 2020 terjadi pertengkaran masalah
yang sama kemudian Penggugat pergi dari rumah kediaman orang tua
Tergugat dengan izin Tergugat hingga saat ini tidak menjalankan kewajiban
selayaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga belum ada usaha untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya
berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;
Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 30 November 2023 Penggugat
telah hadir sendiri menghadap di persidangan;
Bahwa Penggugat kemudian tidak pernah lagi datang menghadap ke

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
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wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan oleh Hakim
Pemeriksa Perkara pada sidang tanggal 30 November 2023 untuk hadir
kembali pada sidang berikutnya, serta telah pula dipanggil kembali secara
resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 Desember 2023, dan
tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang
sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 23 November
2023, 4 Desember 2023, dan 15 Desember 2023 dan tidak ternyata
ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pernah hadir pada sidang pertama namun
tidak pernah lagi hadir menghadap pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pada sidang yang ditentukan
telah dipanggil secara resmi dan patut namun tetap tidak datang menghadap di
persidangan dan Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh
dalam berperkara, hal mana Penggugat pernah hadir pada sidang pertama
namun kemudian tidak pernah lagi hadir pada persidangan-persidangan
berikutnya yang telah ditentukan, oleh karenanya dengan didasarkan kepada
ketentuan pasal 148 R.Bg, gugatan yang diajukan oleh Penggugat patut untuk
digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama
Kuala Kapuas yang telah mendapatkan izin berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 213/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28
Oktober 2021 Tentang lzin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan
tersebut dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ahmad Rafuan,
S.Sy., M.H. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan
didampingi oleh H. Muslim Arsyad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, di luar
hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muslim Arsyad, S.Ag.
Perincian biaya :

- PNBP 'Rp 60.000,00
- Biaya Proses 'Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan :Rp 550.000,00
- Biaya PBT :Rp 0.000,00
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- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 695.000,00
(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
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